
HASIL DIALOG PUBLIK 
RUU KUHP

Paparan Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI
Rabu, 9 November 2022



Dialog Publik RUU 
KUHP

Atas arahan Presiden RI dan didasari
pada Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020,
Pemerintah menyelenggarakan dialog
publik untuk menjamin meaningful
public participation dalam
pembentukan RUU KUHP



POLRI
Medan, 20 Sept

Kejaksaan
Padang, 27 Sept

KSP
Bandung, 7 Sept

Kemenkopolhukam
Surabaya, 7 Sept

SKP
Denpasar, 27 Sept

Kemenkumham
Pontianak, 20 Sept

Kemenag
Samarinda, 13 Sept

Kemenkominfo
Manado, 20 Sept

BIN
Makassar, 29 Sept

POLRI
Ternate, 4 Okt

Kemenkominfo
Sorong, 5 Okt



RUU KUHP
(Sebelum dan Sesudah Dialog Publik)

6 Juli 2022 9 November 2022

632 Pasal 627 Pasal

RUU KUHP versi 9 November 2022 mengadopsi 69 (enam
puluh sembilan) masukan masyarakat dan 4 

Proofreaders terhadap Batang Tubuh dan Penjelasan dari
Dialog Publik di 11 Kota 

(terlampir dalam matriks)



MASUKAN 
MASYARAKAT

Reformulasi
a. Menambahkan kata “kepercayaan” di pasal-pasal yang

mengatur mengenai “agama”;
b. Mengubah frasa “pemerintah yang sah” menjadi

“pemerintah”;
c. Mengubah penjelasan Pasal 218 mengenai penyerangan

harkat dan martabat presiden dan wakil presiden;
d. Dsb.

Penambahan
Menambahkan pasal dan ayat baru terkait
penegasan beberapa tindak pidana dalam RUU
KUHP sebagai tindak pidana kekerasan seksual

Reposisi
Tindak Pidana Pencucian Uang direposisi dari 3 pasal
menjadi 2 pasal tanpa adanya perubahan substansi.

Penghapusan
Penggelandangan, unggas yang melewati kebun, 
ternak yang melewati kebun, dan 2 pasal tindak
pidana lingkungan hidup



Terima Kasih
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